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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 17 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2006
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

. bahwa sesuai dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan

atau Pemerintah daerah yang bersifat strategis maka perlu
diadakan penyesuaian terhadap APBD yang telah dituangkan
dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2006;

. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2006 seperti pada
huruf a diatas, periu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569),

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan

Has Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara 3952);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakitan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok
Pengeiolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Luwu Timur;

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri
atas :

1. PENDAPATAN

a. Semula  Rp.  312.923.394.165,00

b. Bertambah Rp. 2.806.945.960,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 315.730.340.125,00

2. BELANJA

a. Semula Rp. 364.547.113.996,00

b. Bertambah Rp. 21.542.824.160,08
Jumiah Belanja Setelah Perubahan Rp. 386.089.938.156,08
Surplus / (Defisit ) Rp. (70.359.598.031,08

3. PEMBIAYAAN
a. Penerimaan

1. Semula Rp. 52.291.027.931,00
2. Bertambah Rp. 37.284.548.740,09
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 89.575.548.740,09
b. Pengeluaran
1. Semula Rp. 667.308.100,00
2. Bertambah Rp. 18.548.642.609,01
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 19.215.950.709,01
Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 70.359.598.031,08
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud pada pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri

dari :

1. Lampiran [ Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Lampiran III  Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan
Organisasi Perangkat Daerah;

Lampiran IV  Daftar Piutang;

Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah;

Lampiran VI  Daftar Dana Cadangan;

Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan;

Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu.
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Pasal 3
Lampiran — lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 5 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4
Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan peraturan tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 September 2006

BUPATLA.UWU TIMUR,

ho_

H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 28 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

o

H.A.T. UMAR PANGERAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 17



